BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 100.3.12.1/114 /KPTS/2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 144/110/KPTS/2019 TENTANG PERESMIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA PUCUNG KECAMATAN GIRISUBO MASA JABATAN 2019-2025

Menimbang

Mengingat

BUPATI GUNUNGKIDUL,

a. bahwa Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Desa Pucung Kecamatan Girisubo Masa Jabatan 2019-
2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupat
Gunungkidul Nomor 144/110/KPTS/2019; ;

b. bahwa Peresmian Pengangkatan Saudara Sendi Herbowo
sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan
Antarwaktu Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo telah
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor
100.4.3.2/68/PG/KPTS/2023; .

c. bahwa Peresmian Pengangkatan Saudara Anang Listiyanto
sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan
Antarwaktu Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo telah
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor
100.4.3.2/70/ PG /KPTS/2023;

d. bahwa sebagai tindaklanjut pelaksanaan ketentuan Pasal
56 ayat (1) dan Pasal 118 huruf b dan huruf ¢ Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu dilakukan perubahan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas
Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor
144/110/KPTS/2019 tentang Peresmian Anggota Badan
Permusyawaratan Desa Desa Pucung Kecamatan Girisubo
Masa Jabatan 2019-2025;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta,

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;









